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ABSTRACT

Competency Weorking Group on Procurement of Goods and Services
(Barjas) of Government Public Service in Mamasa

Yantje Randarissing
(yantje.randal23@gmail.com)

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study was conducted to determine the competence of the working
group of government procurement of goods and services to determine the level of
public services the local government Mamasa. This study is a qualitative esearch,
therefore the research instrument is the interview guide which is expected to
complete the data needed to assess of the competence of the working group
procurement of government services and the level of public services at the local
government Mamasa. Subjects were employees of the Procurement Executive
Unit Mamasa West Sulawesi Province. The data source consists of primary data
and secondary data. Primary data were obtained by interviewing the resource
using an interview guide, while the secondary data obtained from the literature
and documents relating to the role of the competence of the working group
procurement of government services and the level of public services at the local
government Mamasa district of West Sulawesi province. Data were analyzed
using qualitative data analysis. The result showed that the competence of the
working group procurement services of the local government in Mamasa with
indicators capabilities that include knowledge, skills, and work ethic minimum
that must be owned by an expert in the procurement of goods / services in both
categories, while the level of public services governments in Mamasa with service
indicators include: reliability (reliability), responsiveness (responsivenes),
assurance (assurance), empathy (empathy), intangibles (tangibles). At the high
category / well.

Keywords: Competence, Goods and Services, Public Services
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Kompetensi Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas)
Pemerintah Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Mamasa

Yantje Randarissing
(yantje.randa123@gmail.com)
Program Pascasarjana Universitas Terbuka

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi kelompok kerja
pengadaan barang jasa dalam pelayanan publik pemerintah di Kabupaten Mamasa
dan untuk mengetahui kompetensi pokja dalam pelayanan publik pemerintah
daerah di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh
karena itu yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti dengan
menggunakan panduan wawancara yang diharapkan dapat melengkapi data yang
dibutuhkan untuk mengukur kompetensi kelompok kerja pengadaan barang jasa
pemerintah dan tingkat pelayanan publik pemerintah daerah di Kabupaten
Mamasa. Subyek penelitian adalah pegawai Bagian Layanan Pengadaan
Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat. Sumber data terdiri dari data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada
nara sumber dengan menggunakan panduan wawancara, sedangkan data sekunder
diperoleh dari literature dan dokumen yang berhubungan dengan kompetensi
kelompok kerja pengadaan barang jasa pemerintah dan tingkat pelayanan publik
pemerintah daerah di Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat. Data dianalisis
dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan
bahwa kompetensi kelompok kerja pengadaan barang jasa pemerintah daerah di
Kabupaten Mamasa dengan indikator kemampuan yang mencakup pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang ahli pengadaan
barang/jasa pada kategori kurang baik, sedangkan tingkat pelayanan publik
pemerintah daerah di Kabupaten Mamasa dengan indikator pelayanan yang
meliputi : keandalan (reliability), daya tanggap (responsivenes), jaminan
(assurance), empati (empaty), Terwujud (tangibles). Berada pada kategori
tinggi/baik meskipun masih ada kekurangan di sarana pasarana.

Kata Kunci : Kompetensi, Barang dan Jasa, Pelayanan Publik
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu Kabupaten yang berada di
Provinsi Sulawesi Barat Indonesia. Kabupaten ini didirikan disaat secara
administratif masih berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan
terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa. Dengan mendapatkan kewenangan untuk
mengatur daerahnya sendiri, maka dibentuklah organisasi penyelenggaraan
pemerintahan termasuk organisasi pelayanan teknis yaitu Bagian Layanan
Pengadaan Barang/Jasa. |

Kabupaten Mamasa termasuk daerah dengan curah hujan dengan
kelembapan yang tinggi dan beriklim dingin. Iklim diwilayah Kabupaten Mamasa
sangat dipengaruhi oleh iklim tropika basah yang bercirikan hujan cukup tinggi
dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian
musim yang jelas. Iklim ini dipengaruhi pula oleh letak geografisnya yaitu dataran
tinggi di daerah pegunungan dan dikelilingi oleh bentangan sungai-sungai dan
suhu udara rata-rata 24 C°, dimana perbedaan antara suhu terendah dan suhu
tertinggi mencapai 5 C° sampai 7 C°. Jumlah curah hujan rata-rata 140 - 180 hari
/tahun. Keadaan ini menyebabkan struktur tanah menjadi labil sehingga
menimbuikan bencana lonsor dan takjarang menimbulkan banjir.

Ibukota Kabupaten Mamasa terletak di Kota Mamasa, sekitar 370 km dari

Kota Makassar, dengan jarak tempuh sekitar + 7-8 jam dengan menggunakan

()]
(9]
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kendaraan roda empat. Sedangkan dari kota Pare-pare, sebagai pusat kawasan
pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) di provinsi Sulawesi Selatan sekitar
250 km. Kabupaten Mamasa ini memiliki luas wilayah 3.005,88 km?, dimana
Kecamatan Tabulahan merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah 513,95
km? atau sekitar 17,07% dari seluruh luas wilyah Kabupaten Mamasa. Sementara
luas wilayah terkecil adalah Rantebulahan Timur dengan luas wilayah 31,87Km?
atau sekitar 1,03% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamasa.

Kabupaten Mamasa memiliki beberapa objek wisata yaitu wisata budaya
Kuburan Tedong-tedong Minanga di Kecamatan Mamasa, Wisata alam Air Terjun
Sarambu dan Permandian Air Panas di desa Tadisi Kecamatan Sumarorong, Agro
Wisata Perkebunan Markisa di Kecamatan Mamasa, Wisata Budaya Rumah adat,
Perkampungan Tradisional Desa Ballapeu.

Pada awalnya secara administrative Wilayah Kabupaten Mamasa terdiri
atas 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan, namun hingga saat ini setelah mengalami
pemekaran wilayah, Kabupaten Mamasa sekarang terdiri dari 17 (Tujuh belas)
Kecamatan definitif, yakni; Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, Kecamatan
Aralle, Kecamatan Mambi, Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Pana, Kecamatan
Nosu, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong,
Kecamatan Tanduk Kalua’, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Rantebulahan
Timur, Kecamatan Bambang, Kecamatan Balla, Kecamatan Buntu Malangka,
Kecamatan Mehalaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan yang cukup siknifikan, data ini nampak dari data statistikdimana

jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 147.660 Jiwa, tahun 2014 sebanyak
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149.809 jiwa, tahun 2015 sebanyak 151.825 jiwa di seluruh wilayah Kabupaten
Mamasa.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Mamasa berbatasan dengan;
Kabupaten Mamuju pada bagian utara, Kabupaten Majene pada bagian barat,
Kabupaten Tana toraja dan Kabupaten Pinrang di sebelah timur dan, Kabupaten
Polewali Mandar di sebelah selatan

Hasil pertanian Kabupaten Mamasa diantaranya padi, jagung, ubi kayu,
ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, Kopi, sayur-sayuran dan
buah-buahan. Sedangkan dari sektor peternakan adalah ternak sapi, kerbau, kuda,
dan babi. Kemudian untuk jenis unggas adalah ayam kampung, ayam ras, dan itik
lokal.

Hasil perkebunan Kabupaten Mamasa pada umumnya berupa Kopi
maupun Kakao, yang dikelola petani secara tradisional. Tanaman kopi yang
dihasilkan petani Kabupaten Mamasa, semasa masih menjadi bagian dari
Kabupaten Polmas sebelum pemekaran telah memberikan konstribusi dalam
mengangkat nama Polmas sebagai penghasil kopi bahkan tidak sedikit kopi asal
Mamasa yang di pasarkan di daerah tetangga seperti Kabupaten Tana toraja dan
sekitarnya.

B. Hasil

1. Kompetensi Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Daerah di Kabupaten Mamasa

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan
Indikator kinerja pegawai menurut Peraturan Presiden 54 tahun 2010 adalah

sebagai berikut :
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Untuk itu dibutuhkan kompetensi khusus dalam hal pengadaan
barang/jasa. Pengertian kompetensi menurut SK3-PBJ (Standart Kompetensi
Kerja Khusus PengadaanBarang/JasaPemerintah) dalam LKPP RI No.3 Tahun
2011 adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang ahli pengadaan barang/jasa yang
ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa pemerintah. Kompetensi
menurut  Perpres 54 tahun 2010 adalah kemampuan pejabat dalam
mengelola pekerjaannya dengan berprinsipkan pada efisien, efektif, transparan,
terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel dengan jaminan sertifikat
yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini LKPP atau surat keterangan
sebagai salah satu bukti dan bentuk
pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang
Pengadaan Barang/Jasa.

Dasar hukum yang lain dalam pembentukan Unit Layananan Pengadaan
(ULP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa adalah Peraturan Kepala
LKPP Nomor 005/PRT/KA/VII/2012 tangggal 07 Mei 2012 Tentang Unit
Layanan Pengadaan, dimana disebutkan bahwa Unit Layanan Pengadaan bersifat
permanen, berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada (pasal 3 ayat 1).
ULP dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri, dimana pembentukannya
berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur kelembagaan
pemerintah (pasal 3 ayat 2).

Dalam mendukung peraturan tersebut diatas maka Bupati Mamasa

mengeluarkan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 10 Tahun 2013 tentang
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Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamasa
dan Keputusan Bupati Nomor 027/KPTS-01/1/2016 tentang Personalia Unit
Layananan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Mamasa kala
itu ULP masih melekat pada Bagian Pembangunan Sekertariat Daerah Kabupaten
Mamasa.

Pada tahun 2016 terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa dimana
Peraturan Daerah tersebut Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mamasa berubah
menjadi BLP (Bagian Layanan Pengadaan) yang dikepalai oleh Kepala Bagian
Layanan Pengadaan dibawah struktur organisasi sekertarit daerah Kabupaten
Mamasa.

Alasan utama pembentukan BLP Kabupaten Mamasa bukan hanya karena
bentuk organisasi pengadaan ini disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010, melainkan lebih kepada keterbatasan sumber daya manusia yang
sudah memiliki sertifikat pengadaan. Dengan pembentukan BLP, otomatis beban
kerja panitia yang jumlahnya terbatas ini dapat dipantau, selain juga dengan fakta
bahwa dengan adanya BLP, proses pengadaan lebih efektif dan efesien. terpadu,
terkendali, menamin proses pengadaan barang dan asa ditangani oleh aparatur
yang profesional dan kompeten, selain itu dapat lebih fokus dalam meningkatkan
kinerja SKPD dalam menjalankan tupoksinya. Dengan dibentuknya BLP,
Pemerintah Kabupaten Mamasa juga mengharapkan tercapainya citra Good
Governance serta penerapan Pelayan Publik yang lebih transparansi dengan basis

pengadaan elektronik (E-procurement).
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1. Struktur Organisasi

A. Strutur Organisasi terdahulu

Secara struktural ULP Kabupaten Mamasa melekat pada Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, adapun struktur organisasi

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mamasa terdiri atas :

1. Kepala ULP (Kabag. Administasi Pembangunan)

2. Sekertaris ULP (Kasubag. Program dan Pengendalian)

Seksi Pelayanan
Seksi Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Seksi Informasi dan Pengadaan

3. Pokja-pokja

Pekerjaan (kontruksi )
PokjaPengadaan (Barang )
Pokja Pengadaan Jasa (Konsultasi )

Pokja Jasa Lainnya

1. Tugas Dan Fungsi Kepala ULP meliputi ;

a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP

b. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP

c. Menyusun program kerja dan anggaran ULP

d. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan

melaporkan apabila ada penyimpangan atau indikasi penyimpangan

e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

pengadaan barang/jasa kepada Bupati
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f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia
ULP

g. Menugaskan anggota pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing

h. Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota pokja
ULP kepada Bupati atau PA/KPA dan mengusulkan staf pendukung
ULP sesuai kebutuhan

i.  Kepala ULP dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota pokja.

2. Tugas dan Fungsi Sekertaris ULP meliputi ;

a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP

b. Mengimpentarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi

c. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan
pokja ULP

d. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilaksanakan oleh pokja ULP

e. Mengagendakan dan  mengkoordinasikan  sanggahan yang
disampaikan oleh penyedia barang/jasa

f.  Mengelolah system pengadaan dan system informasi data manajemen
pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa

g. Mengelolah dokumen pengadaan barang/jasa

h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun
laporan

i. Menyiapkan dan mengkoordinasikn tim teknis dan staf pendukung

ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.
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3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dalam
pengadaan barang/jasa dan mempunyai fungsi ;

a. Penerimaan dan pengimventarisasian paket-paket yang akan
dilelang/diseleksi

b. Fasilitator pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilaksanakan oleh pokja ULP

c. Mengelolah dokumen pengadaan barang/jasa.

4. Seksi Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan ketatausahaan dalam pengadaan barang/jasa dan
mempunyai fungsi ;

a. Pengelolaan wurusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,
perlengkapan dan rumah tangga ULP

b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun
laporan

c. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana ULP

d. Penyiapan dan Pengkoordinasian tim teknis dan staf pendukung ULP
dalam proses pengadaan barang/jasa.

5. Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas menyediakan informasi
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE
dan menerima serta mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan dari
penyedia barang/jasa dan mempunyai fungsi ;

a. Penyiapan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan pokja

ULP
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Pengagendaan dan pengkoordinasian sanggahan yang disampaikan
oleh penyedia barang/jasa

Pengelolaan system pengadaan dan system informasi data manajemen
pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Sosialisasi kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa.

6. Tugas Pokja ULP meliputi ;

a.

Melakukan kajian ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan

sendiri paket-paket yang akan dilelang/diseleksi

Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan

Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan Kontrak kepada

PPK

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan

dokumen pengadaan

Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman

kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan

Mengusulkan penetapan pemenang kepada Bupati untuk penyedia

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bemilai di atas

Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa

konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar

rupiah) melalui kepala ULP

Menetapkan pemenang untuk :

1). Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling

tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau
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2). Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah).

Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui

Kepala ULP

Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa

kepada Kepala ULP

Memberikan data dan informasi kepada ULP mengenai penyedia

barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan

dan pelanggaran lainnya; dan

Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala

7. Pokja Pengadaan Barang mempunyai tugas ;

a.

Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi
pengadaan barang

Menandatangani pakta intekritas sebelum pelaksanaan pengadaan
barang dimulai

Menyiapkan dokumen pengadaan

Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/seleksi
Mengumumkan secara terbuka melalui website Pemerintah Daerah,
portal pengadaan nasional dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat

Menerima pendaftaran

Melakukan penjelasan pekerjaan (aanwijizing)
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Melakukan  kualifikasi  (pra/pascakualifikasi) pada penyedia
barang/jasa

Menerima pemasukan penawaran

Menetapkan pembukaan penawaran

Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk

Melakukan pemenang penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada
kepala ULP melalui sekertaris

Menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa, dan

Melaporkan proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP.

8. Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi mempunyai tugas :

a.

Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi
pengadaan pekerjaan konstruksi

Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
pekerjaan konstruksi dimulai

Menyiapkan dokumen pengadaan

Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/seleksi
Mengumumkan secara terbuka melalui website Pemerintah Daerah,
portal pengadaan nasional dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat

Menerima pendaftaran

Melakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing)

Melakukan kualifikasi (pra/pascakualifikasi) pada penyedia
barang/jasa

Menerima pemasukan penawaran
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Melakukan pembukaan penawaraan

Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk

Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada
kepala ULP melalui sekertaris

Menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa, dan

Melaporkan proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP

9. Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi mempunyai tugas :

a.

Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi
pengadaan jasa konsultasi

Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadan jasa
konsultasi dimulai

Menyiapkan dokumen pengadaan

Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/seleksi
Mengumumkan secara terbuka melalui website Pemerintah Daerah,
portal pengadaan nasional dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat

Menerima pendaftaran

Melakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing)

Melakukan kualifikasi (pra/pascakualifikasi) pada penyedia
barang/jasa

Menerima pemasukan penawaran

Melakukan pembukaan penawaran

Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
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Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada
Kepala ULP melali sekertaris
Menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa, dan

Melaporkan proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP

10. Pokja Pengadaan Jasa Lainnya mempunyai tugas :

a.

Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi
pengadaan jasa lainnya

Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa
lainnya dimulai

Menyiapkan dokumen pengadaan

Menginventarisir paket-paket yang akaan dilelang/seleksi
Mengumumkan secara terbuka melalui website Pemerintah Daerah,
portal pengadaan nasional dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat

Menerima pendaftaran

Melakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing)

Melakukan kualifikasi (pra/pascakualifikasi) pada penyedia
barang/jasa

Menerima pemasukan penawaran

Melakukan pembukaan penawaran

Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk

Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada

Kepala ULP melalui Sekertaris
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m. Menjawab sanggahan dari penyedia baraang/jasa, dan
n. Melaporkan proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP
11. Ruang lingkup tugas Tim Teknis dan/atau Tim Ahli, meliputi :
a. Memberikan pertimbangan teknis berdasarkan keahlian dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan
b. Mengembangkan dan menyusun kebijakan terkait pengadaan
barang/jasa
c. Melaksanakan kegiatan terkait dengan pengadaan barang/jasa serta
melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa
SOP Tata Kerja ULP Kabupaten Mamasa
Standar Operation Procedure Tata Kerja dalam Pelaksanaan pemilihan
dibagi atas 3 (tiga) yaitu :

a. 1).Persiapan Pemilihan 2).Proses Pemilihan melalui SPSE (sistem
Pengadaan Secara Elektronik 3)Selesainya Proses Pemilihan
Program Kerja

b. 1) Penyempurnaan Sistem Teknologi Informasi dan SOP 2)
Penyempurnaan Kelembagaan, 3) Peningkatan Kompetensi SDM,
4) Peningkatan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Kesejahteraan
Personil ULP.

c. Hubungan Kerja

1. ULP dengan LPSE
Pemanfaatan ruang Bidding untuk Download dan Upload proses

pemilihan, Pembelajaran oleh Tim LPSE terhadap perubahan aplikasi,
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Bantuan jika terjadi permasalahan saat pembukaan file penawaran
dalam SPSE, Diskusi jika terjadi permasalahan dalam SPSE
2. ULP dengn SKPD

a. Menyampaikan laporan periodic tentang perkembangan
pelaksanaan pengadaan

b. Mengadakan konsultasi secara periodic atau sesuai dengan
kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi
dalam proses pengadaan barang/jasa

c. Memberikan pedoman dan petunjuk kepada satuan kerja perangkat
daerah dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa

d. Melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang diberikan oleh Bupati.

3. Hubungan Kerja ULP dengan LKPP

a. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan
barang/jasasesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP

b. Konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa

c. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas

d. Penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan
pengadaan barang/jasa.

¢. Terlibat aktif dalam kegiatan desk anggaran, lkut dalam pengkajian
ulang RUP, Secara rutin menyelenggarakan pembinaan/koordinasi
pengadaan barang/asa terhadap perangkat organisasi pengadaan

pada SKPD, Menyediakan layanan untuk konsultasi pengadaan.
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15. Strtuktur Organisasi Sekarang
A. BagianlLayanan Pengadaan

1. Bagian Layanan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan;

2. Kepala Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas Pokok
membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam
menyelenggarakan  tugas pengkoordinasikan  perumusan
kebijakan teknis Bidang Layanan Pengadaan serta memimpin,
merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan
melaksankan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pengadaan

3. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksudkan adalah kepala Bagian Layanan Pengadaan
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan teknis operasional sekretarian dalam
bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan
barang/jasa pemerintah yang dalam implementasinya
oleh kelompok-kelompok kerja (Pokja Pengadaan
Barang/Jasa

b. Penghimpunan dan menyusun serta melaksanakan
strategi pengadaan barang/jasa pemerintahan di bidang

pembinaan administrasi pengadaan
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c. Penginventarisasian paket-paket kegiatan yang ada di
dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa yang
akan dilelang/diseleksi

d. Pengevaluasian dan pengkajian berbagai permasalahan
atau kendala yang dihadapi serta mencari solusi
pemecahan masalah dalam pelaksanaan Pengadaan
barang/jasa pemerintahan

€. Pengkoordinasian implementasi Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan
peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012
tentang Jabatan Fungsional Pengelola pengadaan
Barang/Jasa dan Angka Kreditnya

f. Pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasi
manajemen pengadaan;

g. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan
umum bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan
barang/jasa

h. Pengembangan Sumber Daya Manusia Procurement
Center Pokja pengadaan barang/jasa

1. Pembinaan dan peningkatan kompetensi terhadap

seluruh perangkat bagian pengadaan barang/jasa;
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4. Rincian tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan sebagai berikut :

a.

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis bidang Layanan Pengadaan meliputi
penyusunan program, pengendalian dan evaluasi, serta
pelaporan

Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan
kegiatan di bidang layanan pengadaan untuk menjadi
pedoman dalam melaksanakan tugas

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan
melaksanakan program dan kegiatan bidang layanan
pengadaan

Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program
dan kegiatan bidang layanan pengadaan

Memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan
program dan kegiatan bidang layanan pengadaan
Menyiapkan renja bagian

Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier

Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Asisten

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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4. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai
berikut :
a. Merumuskan rencana kerja sub bagian
b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang
pelaksanaan tugas di bidang perencanaan layanan pengadaan
c. Menginventarisir masalah dan kendala pelaksanaan kegiatan
dalam bidang layanan serta upaya pemecahan masalah yang
telah dilakukan oleh sub bagian yang lain dalam bidang
administrasi pembangunan
d. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
bagian layanan pengadaan
e. Membuat kebijakan pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan
f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bagian layanan
pengadaan
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya
h. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh kepala
bagian layanan pengadaan.
Sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi
1. Sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian l.ayanan Pengadaan
2. Kepala sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi mempunyai tugas

mengkoordinasikan pembinaan dan kompetensi Pengadaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43228



71
43228

5. Bagian Layanan Pengadaan meliputi :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
b. Sub Bagian Pembinaan dan kompetensi
C. Sub Bagian Pelelangan dan Pengaduan.
Sub Bagian Program dan Pelaporan
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Layanan Pengadaan
2. Kepala sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas
mengkoordinasikan Program dan Pelaporan Barang/jasa dan
menyusun program perencanaan serta melakukan pembinaan
penyelengaaraan layanan pengadaan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. Melaksanakan fungsi ketatausahaan
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja
c. Menyediakan dan mengelola system informasi yang digunakan
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
d. Menyusun program kerja dan anggaran BLP
e. Melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement)
f. Melaporkan hasil kegiatan Bagian Layanan Pengadaan kepada

Bupati.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



73

Barang/jasa dan menyusun program serta melakukan pembinaan

penyelengaaraan layanan pengadaan.

3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi mempunyai tugas
pokok merumuskan, mempersiapkan dan melaksanakan strategi
kebijakan pengembangan sumberdaya manusia bidang pengadaan
barang/jasa dengan melakukan pembinaan dan peningkatan
kompetensi terhadap seluruh perangkat | bagian pengadaan
barang/jasa.

4. Rincian tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan
Kompetensi sebagai berikut:

a. Pendataan dan penjaringan personil di berbagai SKPD
dilingkungan Pemerintah untuk dipilih menjadi Kelompok
kerja (Pokja) yang dapat memenuhi ketentuan Perundang -
undangan yang berlaku

b. Pengkoordinasian dengan SKPD di lingkungan Pemerintah
dalam penetapan personil untuk calon kelompok kerja
(Pokja) dari SKPD yang bersangkutan

c. Pengkoordinasian dengan seluruh SKPD terkait
implementasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa

d. Pengkoordinasian dengan SKPD di lingkungan
Pemerintahan untuk menghimpun Rencana Umum

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan dan
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mengumumkan di  website Pemerintah dan Portal
Pengadaan nasional melalui LPSE
€. Penyusunan dan penectapan Standar Operasional Prosedur
(SOP) pelaksanaan pengadaan barang/jasa
f.  Penyebarluasan strategi, kebijakan standar, sistem dan
prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah
g. Pengembangan dan pembinaan SDM bidang Pengadaan
Barang/Jasa.
Sub Bagian Pelelangan dan Pengaduan
1. Sub Bagian Pelelangan dan Pengaduan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan
2. Kepala sub Bagian Pelelangan dan Pengaduan mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelelangan dan Pengaduan Barang/jasa dan
menyusun program serta melakukan pembinaan penyelengaaraan
layanan pengadaan
3. Kepala Sub Bagian Pelelangan dan Pengaduan mempunyai tugas
pokok merencanakan, mempersiapkan dan memprogramkan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta membantu mempersiapkan
administrasi Pengaduan dalam proses pengadaan barang/jasa.
4. Rincian tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pelelangan dan Pengaduan

sebagai berikut :
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a. Pengkoordinasian dengan Pokja pengadaan barang/jasa
dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan
barang/jasa

b. Penghimpunan seluruh kegiatan pelelangan dengan
berkoordinasi pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah
untuk selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pokja
dalam pengadaan barang/jasa

c. Pengkoordinasian dengan LPSE mengenai rencana
pelaksanaan pengadaan barang/jasa

d. Pengusulan tenaga ahli dalam hal pengadaan barang/jasa
bersifat khusus dan atau memerlukan keahlian khusus yang
berasal dari pegawai negeri ataupun swasta

e. Penyampaian laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan

f. Penyimpanan dokumen asli pengadaan barang/jasa

g. Pengkoordinasian dengan Pokja pengadaan barang/jasa
dalam memberikan saran dan pendapat hukum untuk
menyelesaikan masalah pengaduan pengadaan barang/jasa.

Untuk mengetahui kemampuan dalam hal skill atau keterampilan Pokja
BLP (Bagian Layanan Pengadaan) Kabupaten Mamasa :
a. Pengetahuan
Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan yang harus dimiliki oleh
seorang pegawai bisa didapatkan dari proses belajar serta pengalaman, dari proses -

yang didapat akan mampu menunjang dalam meningkatkan kemampuan dalam
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menyelesaikan pekerjaannya. Peningkatan kompetensi sangat ditentukan oleh
pegawai. Pengetahuan yang dimiliki pegawai BLP Kabupaten Mamasa tentunya
sangat terkait dengan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah itu dapat dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. kelompok kerja pengadaan barang
dan jasa pemerintah maka dapat diketahui dari hasil wawancara informan ( Ags)
“bagaimana Pengetahuan Pokja terhadap pengelolaan dokumen pengadaan
barang/ jasa pada BLP Kabupaten Mamasa”
Dari Hasil wawancara Pokja BLP menjelaskan bahwa :
(hasil wawancara yang dikutip tidak langsung)
“Menurut Ags, Pokja BLP Kabupaten Mamasa (wawancara, § Maret 2017),
pengelolaan dokumen dimulai tahap penetapan perencanaan umum penga
daan yang terdiri dari penetapan rencana umum pengadaan dan penyimpanan
dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa. Dimana yang
bertanggungjawab dalam hal tersebut diatas adalah Pengguna Anggaran (PA),
sedangkan tugas PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen) adalah membuat
dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dokumen pelaksanaan
kontrak, dokumen pelaporan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barjas,
berita acara penyerahan, dokumen kemajuan pekerjaan. Selanjutnya tugas
daripada BLP dalam hal ini adalah Kelompok Keja (Pokja) adalah
mempersiapkan dokumen pemilihan, dokumen pengadaan, dokumen
penawaran, dokumen pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
dokumen kualifikasi, dokumentasi administrasi, jawaban sanggah, dokumen
pemilihan, dokumen asli, dokumen proses dan hasil pengadaan.

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan BLP Kabupaten
Mamasa menunjukkan bahwa kemampuan pengetahuan tentang pengelolaan
barang/jasa sudah sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai kompetensi dari segi

pengetahuan pegawai BLP, peneliti melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan

kepada Pihak Keiga (Rekanan) sebagai berikut :
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“Apakah rekanan puas dengan hasil proses dalam hal ini pelaksanaan proses
pengadaan barang/jasa sesuai dengan proses tahapan berdasarkan peraturan yang
berlaku”

(Nin) Rekanan sebagai berikut :
“ Kalau secara proses pelaksanana atau tahapan-tahapan yang dilakukan
oleh pokja memang sudah sesuai, tapi siapa yang bisa menjamin apakah
pelaksanaannya itu dilakukan secara adil ? dimana hasil proses tersebut
tidak diperlihatkan secara transparansi bahwa kekalahan suatu kompetisi
pengadaan barang/jasa dimana ? tidak dijelaskan bahwa kekalahannya
berada pada RAB atu tehnis dan biaya dan satu hal juga yang paling
mendasar bahwa masih ada sebahagian pokja yang belum bersetifikasi
pengadaan barang/jasa.” (Hasil Wawancara Nin, Maret 2017)
Hal yang sama disampaikan oleh informan (Rud) salah seorang rekanan
sebagai berikut ini :
“Kemampuan kompetensi kelompok kerja pengadaan barang dan jasa
pemerintah sebagian tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya
schingga dalam proses pengadaan barang/jasa terkadang dokumen
pelelangan dicopy paste dari tahun-tahun sebelunya sehingga hasil print
out dokumen proses yang dilaksanakan terkadang berbeda dengan data
paket yang dilelangkan” (Hasil wawancara Rud, Maret 2017).
Pengetahuan akan pentingnya pengadaan barang dan jasa menjadi sesuatu
yang sacral terutama bagi unit pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh informan (Her) Kepala BLP Pengadaan berikut ini :
“...hal yang pokok yang harus dimiliki oleh panitia atau kelompok kerja
pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah memiliki pengetahuan dasar
dan lanjutan tentang pengadaan barang dan jasa.” (Hasil wawancara Her,
Maret 2017).
b. Keterampilan
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sangat ditentukan oleh

pengetahuan, pengetahuan menjadi syarat mutlak untuk diperhatikan, karena

menjadi tolak ukur dalam meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya
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manusia. Pengetahuan juga didapat dari proses pendidikan formal pegawai itu
sendiri, dimana tingkat pendidikan seseorang besar kemungkinan menunjang
pengetahuannya dalam meningkatkan kompetensinya.

Dengan keterampilan yang memadai kemampuan sumber daya manusia
untuk menyelesaikan pekerjaan tentunya berjalan dengan efektif dan efesien,
keterampilan kerja anggota BLP Kabupaten Mamasa dapat dicapai juga bila
didukung dengan pengalaman kerja yang kontinyu dan seringnya mengikuti
pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Pokja.

Pengetahuan yang dimiliki seorang pegawai bisa didapatkan dari proses
belajar serta pengalaman, dari proses yang didapat akan mampu menunjang
dalam meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Peningkatan kompetensi sangat ditentukan oleh pegawai. Pengetahuan yang
dimiliki pegawai BLP Kabupaten Mamasa tentunya sangat terkait dengan
pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah itu dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan pendapat Fiit dan Posner dalam Amung Ma’mun dan
Yudha M. Saputra (2000:82) bahwa belajar keterampilan gerak cenderung lebih
menekankan pada tingkat penguasaan. Pengusaan terhadap pemahaman tentang
konsep-konsep yang dipahaminya (tahap kognitif) dan pemahaman konsep-
konsep tersebut dicoba disosialisasikan, dan implementasikan sesuai kemampuan

yang masih banyak mengalami kesalahan. Keterampilan informan juga diperoleh
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dari pengalamannya selama menjadi panitia pengadaan ataupun pelatihan-
pelatihan yang diikuti.

Dalam penyataannya pula informan menunjukkan adanya suatu
penghayatan dalam mendalami apa yang menjadi tugas mereka dan
menjalankannya sesuai aturan yang berlaku serta menyesuaikan terhadap objek
yang dihadapi di lingkungannya.

Untuk mengetahui bagaimana keterampilan (skill) yang harus dimiliki
oleh kelompok kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah maka dapat diketahui
dari hasil wawancara informan (Ags) sebagai berikut :

“ya.. Dalam proses pelaksanan pelelangan sudah mempunyai standar

nasional proses pengadaan mulai dari tahapan pembuatan jadwal skedul

pelaksanaan sampai kepada jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya sadar bahwa sebagai

Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Layanan Pengadaan (BLP) maka

kemampuan memiliki skill/keterampilan tentang prinsip dasar pengadaan

barang dan jasa pemerintah menjadi sesuatu yang mutlak diketahui oleh
semua orang yang bekerja sebagai kelompok kerja pengadaan.” (Hasil

wawancara Ags, Maret 2017).

Hal yang sama disampaikan oleh informan (Tong) salah seorang
Kelompok Kerja (Pokja) BLP berikut ini :

“ya...seyogyanya atau idealnya seorang tim pengadaan ataupun yang

tergabung dalam kelompok kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah

mengerti dan mengetahui tentang prinsip dan etika pengadaan termasuk
kemampuan memiliki keterampilan tentang pengadaan walapun tidak
dapat dipungkiri sebagai manusia biasa pasti ada kelalaian atau kesalahan
dalam mengaploadtan persyaratan dokumen yang akan dilelang.” (Hasil

wawancara Tong, Maret 2017).

Kemampuan memiliki keterampilan dalam pengadaan barang dan jasa
menjadi sesuatu yang sacral terutama bagi unit pelaksana pengadaan barang dan

jasa pemerintah. Hal ini disampaikan oleh informan (Nin) Rekanan Konstruksi

BLP Pengadaan berikut ini :
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“ya...itu prinsip seseorang yang bekerja dalam pengadaan barang dan jasa

pemerintah harus dan wajib memiliki kemampuan dalam hal skill atau

keterampilan melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah

ditandai dengan bukti sertifikasi keahlian Pengadaan barang/jasa .”(Hasil

wawancara Nin, Maret 2017).
c. Sikap Kerja

Sikap kerja berdasarkan pandangan Edward III (1980 : 89-118)
mengatakan bahwa pada dasarnya, sikap seorang implementor kebijakan atau
program sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai esensi suatu kebijakan
dan pengaruh kebijakan terhadap organisasi dan kepentingan anggota-
anggotanya. Sehubungan dengan itu, suatu kebijakan dirumuskan hendaknya
dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan lingkungan kerja
implementor dan sekaligus sejauh mungkin meredusir keleluasaannya untuk
tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan keluaran kebijakan yang ingin
dicapai.

Untuk mengetahui bagaimana sikap kerja yang harus dimiliki oleh
kelompok kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah maka dapat diketahui dari
hasil wawancara informan (Ags) sebagai berikut :

“ya...harus jujur bahwa sebagai Pokja Bagian Layanan Pengadaan (BLP)

maka kemampuan memiliki pengalaman kerja atau tentang sikap kerja

tentang prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi
sesuatu yang mutlak dimiliki dan dijalani minimal 1 (satu) tahun bekerja
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan konsisten dengan
kejujuran tidak ada interpensi dari siapapun.” (Hasil wawancara Ags,

Maret 2017).

Hal yang sama disampaikan oleh informan (Nin) salah seorang rekanan
kontruksi terhadap hasil proses pengadaan barang/jasa berikut ini :

“ya...hampir semua puas bagi rekanan yang menang, tapi bagi rekanan

yang kalah tidak puas dengan informasi pengumuman yang dikeluarkan

oleh pokja disebabkan tidak jelas atau tidak termuat kekalahan kami
dimana, setidaknya sanggahan yang kami buat, secharusnya dijawab
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dengan jelas dan tepat sasaran pada bagian yang menjadi kekurangan

dalam dokumen apload rekanan” (Hasil wawancara Nin, Maret 2017).

Kemampuan memiliki sikap kerja itu tertuang dalam prinsip dasar
pengadaan sebagai wujud bahwa yang bersangkutan sangat kompeten untuk
menjadi panitia atau kelompok kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal
ini disampaikan oleh informan (Her) Kepala BLP Pengadaan berikut ini :

“ya...itu wajib hukumnya bagi seseorang yang bekerja di bagian

pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki sikap kerja atau

pengalaman kerja dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.”

(Hasil wawancara Her, Maret 2017).

2. Tingkat Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamasa

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan
Indikator pelayanan yang meliputi : keandalan (reliability), daya tanggap
(responsivenes), jaminan (assurance), empati (empaty), Terwujud (tangibles).

a. Keandalan (reliabilit)

Kemampuan untuk memberikan dan melaksanakan jasa yang dijanjikan
dengan terpercaya dan akurat. Setiap pengguna jasa pasti sangat mengharapkan
pelayanan yang mereka terima sangat memuaskan. Keandalan pemberi jasa pada
pengadaan barang/jasa menjadi salah satu faktor penentu kepuasan penerima jasa.
Reliability dalam pengadaan jasa berbeda dengan reliability produk barang. In
service reliability relates to ability to perform the promised service dependably
and accurately. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan (Sri) salah seorang
staf BLP berikut ini :

“ya...dalam melaksanakan jasa yang dijanjikan harus dengan terpercaya

dan akurat dengan demikian setiap pengguna mengharapkan pelayanan

secara memuaskan terutama dalam kompetensi pokja dalam pelayanan

proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.” (Hasil
wawancara Sri, Maret 2017).
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Hal yang sama disampaikan oleh informan (Nin) salah seorang rekanan
berikut ini :

“ya...Keandalan pemberi jasa menjadi salah satu faktor penentu kepuasan

penerima jasa. Dalam pengambilan dokumen proses pengadaan semua

sudah sesuai dengan jadwal yang ditentuka oleh pokja sehingga rekanan

tidak lagi bolak-balik.” (Hasil wawancara Nin, Maret 2017).

Kemampuan untuk memberikan dan melaksanakan jasa yang dijanjikan
dengan terpercaya dan akurat. Setiap pengguna jasa pasti sangat mengharapkan
pelayanan yang mereka terima sangat memuaskan. Keandalan pemberi jasa
menjadi salah satu faktor penentu kepuasan penerima jasa.

b. Daya tanggap (responsivenes),

Tingkat responsivitas dalam penyelengaraan pelayanan publik yang ingin
diketahui meliputi sikap aparat dalam menerima dan menyampaikan keluhan,
bagaimana penanganannya, maupun penyampaian informasi tentang pelayanan
pengadaan barang/jasa.

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan (Nin) salah seorang
rekanan berikut ini :

“ya...Responsif yang baik diberikan oleh pokja mana kala kami

mendapatkan kesulitan pengaploadtan dokumen penawaran, pokja

memberikan petunjuk tata cara pengaplodtan sesuai standard operasional
prosedur (SOP) tingkat pelayanan publik.” (Hasil wawancara Nin, Maret

2017).

Hal yang sama disampaikan oleh informan (Ram) salah seorang staf
Bagian Layanan Pengadaan BLP berikut ini :

“ya...Dimensi ini menekankan pada sikap dari kompetensi pokja yang

penuh perhatian, cepat, dan tepat dalam menghadapi pertanyaan,

permintaan, keluhan, dan masalah dari rekanan.” (Hasil wawancara Ram,
Maret 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



83
43228

Kemampuan untuk memberikan dan melaksanakan jasa yang dijanjikan
dengan terpercaya dan akurat. Setiap pengguna jasa pasti sangat mengharapkan
pelayanan yang mereka terima sangat memuaskan. Keandalan pemberi jasa
menjadi salah satu faktor penentu kepuasan penerima jasa. Hal ini disampaikan
oleh informan (Her) Kepala BLP Pengadaan berikut ini :

“...Dalam operasionalnya, untuk mengukur tingkat responsivitas pelayanan

publik, dapat dilihat melalui beberapa indikator, seperti (1) terdapat

tidaknya keluhan dari pengguna jasa, (2) sikap provider dalam merespon
keluhan dari pengguna jasa, (3) berbagai tindakan dari provider untuk
memberikan kepuasan pelayanan kepada para pengguna jasa.” (Hasil

wawancara Her, Maret 2017).

c. Jaminan (assurance)

Yaitu kemampuan karyawan tentang pengetahuan dan informasi suatu
produk (good product knowledge) yang ditawarkan secara baik, keramah-
tamahan, perhatian, dan kesopanan dalam memberikan jaminan pelayanan
pengadan barang/jasa yang terbaik. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh
informan (Sri) salah seorang staf pembangunan BLP berikut ini :

“ya...itu jelas bahwa jaminan atau Assurance meliputi kemampuan pokja

atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramah

tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan,
keterampilan dalam memberikan informasi.” (Hasil wawancara Sri, Maret

2017).

kemampuan karyawan tentang pengetahuan dan informasi suatu produk
(good product knowledge) vyang ditawarkan secara baik, keramah-tamahan,
perhatian, dan kesopanan dalam memberikan jaminan pelayanan yang terbaik.

d. Empati (empaty)
Yaitu perhatian secara individual yang diberikan kepada pelanggan dan

berusaha untuk memahami keinginan dan kebutuhan, serta mampu menangani

keluhan pelanggan secara baik dan tepat. Didalamnya terdapat unsur competence,
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courtesy, dan credibility. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan (Sri)
salah seorang staf BLP berikut ini :

“ya...menurut saya bahwa indikator empati pokja dalam pelayanan dapat
dilihat melalui : sikap kontak personal untuk memahami kebutuhan
maupun kesulitan rekanan, keterampilan dalam berkomunikasi yang
dikembangkan oleh pokja terhadap rekanan, perhatian pribadi yang
diberikan pokja saat melayani rekanan dan dalam melakukan komunikasi
maupun hubungan.”(Hasil wawancara Sri, Maret 2017).

Perhatian secara individual yang diberikan kepada pelanggan dan berusaha
untuk memahami keinginan dan kebutuhan, serta mampu menangani keluhan
pelanggan secara baik dan tepat. Hal ini disampaikan oleh informan (Her) Kepala
BLP Pengadaan berikut ini :

“ya...tidak dapat dipungkiri bahwa perhatian secara individual yang

diberikan kepada pelanggan dan berusaha untuk memahami keinginan dan

kebutuhan, serta mampu menangani keluhan pelanggan secara baik dan
tepat. Didalamnya terdapat unsur kompetensi, kesopanan, dan kredibilitas

.”(Hasil wawancara Her, Maret 2017).

e. Terwujud (tangibles).

Yaitu kenyataan yang berhubungan dengan penampilan fisik gedung,
ruang office lobby, atau front office yang representative, tersedia tempat parkir
yang layak, kebersihan, kerapihan, aman, kenyamanan di lingkungan kantor
dipelihara secara baik. Termasuk di dalamnya unsur acces, communication, dan
understanding the customer. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan (Sri)
salah seorang staf Layanan pengadaan BLP berikut ini :

“ya...menurut saya bahwa indikator penyelenggaraan pelayanan publik

dalam pengadaan barang/jasa yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik

dari pelayanan yang diberikan, seperti : tersedianya pasilitas atau ruang
pelayanan yang representative, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang
tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi
canggih, misalnya komputer, serta fasilitas kantor pelayanan yang
memudahkan akses pelayanan pengadaan barang/jasa walaupun sebagiana

itu belum dimiliki oleh Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten
Mamasa.”’(Hasil wawancara Sri, Maret 2017).
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Hal yang sama disampaikan oleh informan (Ram) salah seorang staf
bagian layanan pengadaan BLP berikut ini :

“ya..saya Kkira setiap pokja BLP memiliki kemampuan dalam aspek fisik

dalam proses pengadaan barang/jasa jasa juga tidak dapat dikesampingkan,

karena turut mempengaruhi kepuasan konsumen.”’(Hasil wawancara Ram,

Maret 2017).

kenyataan yang behubungan dengan penampilan fisik gedung, ruang office
lobby, atau front office yang representative, tersedia tempat parkir yang layak,
kebersihan, kerapihan, aman, kenyamanan di lingkungan Kantor dipelihara secara
baik. Termasuk di dalamnya unsur acces, communication, dan understanding the
customer. Hal ini disampaikan oleh informan (Her) Kepala BLP Pengadaan
berikut ini :

“ya...tidak dapat dipungkiri bahwa unsur akses jaringan, komunikasi, dan

memahami rekanan adalah salah satu memberikan pelayanan kepada

pengguna.” (Hasil wawancara Her, Maret 2017).
C. Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas hasil penelitian dari kedua
pertanyaan dari rumusan masalah sebelumnya. Hal tersebut dapat diketahui dari

hasil penelitian berikut ini sebagai berikut :

3. Kompetensi Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Daerah di Kabupaten Mamasa

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan
Indikator kinerja pegawai menurut Peraturan Presiden 54 tahun 2010 adalah
sebagai berikut :

Untuk itu dibutuhkan kompetensi khusus dalam hal pengadaan

barang/jasa. Pengertian kompetensi menurut SK3-PBJ (Standart Kompetensi
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Kerja Khusus PengadaanBarang/JasaPemerintah) dalam LKPP RI No.3 Tahun
2011 adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang ahli pengadaan barang/jasa yang
ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa pemerintah. Kompetensi
menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 adalah kemampuan pejabat
dalammengelola pekerjaannya dengan berprinsipkan pada efisien; efektif;
transparan; terbuka;bersaing; adil tidak diskriminatif; dan akuntabel dengan
jaminan sertifikat atau surat keterangan sebagai bentuk dan salah satu bukti dan
bentuk pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi
dibidang PengadaanBarang/Jasa.
a. Pengetahuan

Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan yang harus dimiliki oleh
kelompok kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selama ini pegawai BLP
diberi pengetahuan tentang informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal
ini membantu kami sebagai pegawai dalam mengembangkan pengetahuan
pegawai sebagai staf BLP. Salah satu yang mendorong kemampuan kompetensi
kelompok kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah pengetahuan.
Dalam hal ini pengetahuan tentang informasi pengadaan, bahkan pengetahuan
yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengetahuan akan pentingnya pengadaan barang dan jasa menjadi sesuatu
yang sacral terutama bagi unit pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hal yang pokok yang harus dimiliki oleh panitia atau kelompok kerja pengadaan

barang dan jasa pemerintah adalah memiliki pengetahuan dasar dan lanjutan
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tentang pengadaan barang dan jasa namun juga tidak dapat dipungkiri sebagai
manusia biasa masih ada kekeliruan didalamnya.
b. Keterampilan

Tingkat keterampilan Kelompok Kerja (Pokja) pada BLP Kabupaten
Mamasa bisa dikatakan baik. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan mampu
beragumentasi pada penyelesaian masalah serta mampu bertindak untuk mengetahui
penyebab, serta menyelesaikan masalah pada kasus-kasus yang ada.

Untuk mengetahui bagaimana keterampilan (skill) yang harus dimiliki oleh
kelompok kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemampuan memiliki
skill atau keterampilan tentang prinsip dasar pengadaan barang dan jasa
pemerintah menjadi sesuatu yang mutlak diketahui oleh semua orang yang bekerja
sebagai kelompok kerja pengadaan. Idealnya seorang tim pengadaan ataupun yang
tergabung dalam kelompok kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah mengerti
dan mengetahui tentang prinsip dan etika pengadaan termasuk kemampuan
memiliki keterampilan tentang pengadaan. Kemampuan memiliki keterampilan
dalam pengadaan barang dan jasa menjadi sesuatu yang sacral terutama bagi unit
pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip seseorang yang bekerja
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dan wajib memiliki
kemampuan dalam hal skill atau keterampilan melakukan kegiatan pengadaan
barang/jasa pemerintah.
¢. Sikap Kerja

Sikap kerja yang ditampilkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan pada

BLP kabupaten Mamasa dapat disimpulkan baik. sikap yang ditunjukkan untuk
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berusaha tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta berkomunikasi dengan baik.
Untuk mengetahui bagaimana sikap kerja yang harus dimiliki oleh kelompok
kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah maka kemampuan memiliki
pengalaman kerja atau tentang sikap kerja tentang prinsip dasar pengadaan barang
dan jasa pemerintah menjadi sesuatu yang mutlak dimiliki dan dijalani minimal 1
(satu) tahun bekerja dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sikap kerja
atau pengalaman kerja itu dimiliki seseorang atau kelompok kerja pengadaan
barang dan jasa itu dalam masa waktu menjadi panitia kelompok kerja pengadaan
barang dan jasa pemerintah. Kemampuan memiliki sikap kerja itu tertuang dalam
prinsip dasar pengadaan sebagai wujud bahwa yang bersangkutan sangat
kompeten untuk menjadi panitia atau kelompok kerja pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Suatu keharusan bagi seseorang yang bekerja di bagian pengadaan
barang dan jasa pemerintah harus memiliki sikap kerja atau pengalaman kerja
dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, meskipun masih ada pokja
yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
2. Tingkat Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamasa

Dalam bab ini penulis akan memaparkan pembahasan hasil penelitian
berdasarkan Indikator pelayanan yang meliputi :keandalan (reliability), daya
tanggap (responsivenes), jaminan (assurance), empati (empaty), bewujud
(tangibles).
1. Keandalan (reliabilit)

Kemampuan untuk memberikan dan melaksanakan jasa yang dijanjikan

dengan terpercaya dan akurat. Setiap pengguna jasa pasti sangat mengharapkan
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pelayanan yang mereka terima sangat memuaskan. Keandalan pemberi jasa
menjadi salah satu faktor penentu kepuasan penerima jasa. Reliability dalam
pengadaan jasa berbeda dengan reliability produk barang. In service reliability
relates to ability to perform the promised service dependably and accurately.
Dalam melaksanakan jasa yang dijanjikan harus dengan terpercaya dan akurat
dengan demikian setiap pengguna mengharapkan pelayanan secara memuaskan
terutama dalam pelayanan pemerintah daerah.Keandalan pemberi jasa
menjadisalah satu faktor penentu kepuasan penerima jasa. Reliability dalam
pengadaan jasa berbeda dengan reliability produk barang.

Kemampuan untuk memberikan dan melaksanakan jasa yang dijanjikan
dengan terpercaya dan akurat. Setiap pengguna jasa pasti sangat mengharapkan
pelayanan yang mereka terima sangat memuaskan. Keandalan pemberi jasa
menjadi salah satu faktor penentu kepuasan penerima jasa. Dalam layanan
keandalan berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan layanan yang
dijanjikan terpercaya dan akurat.

2. Daya Tanggap (responsivenes),

Tingkat responsivitas dalam penyelengaraan pelayanan publik yang ingin
diketahui meliputi sikap aparat dalam menerima dan menyampaikan keluhan,
bagaimana penanganannya, maupun penyampaian informasi tentang pelayanan.
Responsif merupakan kesediaan penyedia jasa terutama staffnya untuk membantu
konsumen serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan konsumen.
Dimensi ini menekankan pada sikap dari penyedia jasa yang penuh perhatian,
cepat, dan tepat dalam menghadapi pertanyaan, permintaan, keluhan, dan masalah

konsumen.
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Kemampuan untuk memberikan dan melaksanakan jasa yang dijanjikan
dengan terpercaya dan akurat. Setiap pengguna jasa pasti sangat mengharapkan
pelayanan yang mereka terima sangat memuaskan. Keandalan pemberi jasa
menjadi salah satu faktor penentu kepuasan penerima jasa. Dalam operasionalnya,
untuk mengukur tingkat responsivitas pelayanan publik, dapat dilihat melalui
beberapa indikator, seperti (1) terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa, (2)
sikap provider dalam merespon keluhan dari pengguna jasa, (3) berbagai tindakan
dari provider untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada para pengguna jasa.
3. Jaminan (assurance)

Yaitu kemampuan karyawan tentang pengetahuan dan informasi suatu
produk (good product knowledge) yang ditawarkan secara baik, keramah-
tamahan, perhatian, dan kesopanan dalam memberikan jaminan pelayanan yang
terbaik.Jaminan atau Assurance meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan
terhadap produk secara tepat, kualitas keramahtamahan, perhatian dan kesopanan
dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi. Setiap
pegawai BLP memiliki kemampuan dalam memberikan keamanan didalam
memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan
kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

Kemampuan karyawan tentang pengetahuan dan informasi suatu produk
(good product knowledge) yang ditawarkan secara baik, keramah-tamahan,
perhatian, dan kesopanan dalam memberikan jaminan pelayanan yang terbaik dan
tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan karyawan tentang pengetahuan dan

informasi suatu produk (good product knowledge) yang ditawarkan secara baik,
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keramah-tamahan, perhatian, dan kesopanan dalam memberikan jaminan
pelayanan yang terbaik.
4. Empati (empaty)

Yaitu perhatian secara individual yang diberikan kepada pelanggan dan
berusaha untuk memahami keinginan dan kebutuhan, serta mampu menangani
keluhan pelanggan secara baik dan tepat. Didalamnya terdapat unsur competence,
courtesy, dan credibility. Indikator empati suatu perusahaan jasa pelayanan dapat
dilihat melalui : sikap kontak personal maupun perusahaan untuk memahami
kebutuhan maupun kesulitan konsumen, ketrampilan dalam berkomunikasi yang
dikembangkan oleh karyawan terhadap pelanggan, perhatian pribadi yang
diberikan karyawan saat melayani pelanggan dan dalam melakukan komunikasi
maupun hubungan. Dalam pembahasan ini pegawai BLP memiliki kemampuan
dalam empati dalam pelayanan dapat dilihat melalui sikap aparat untuk
memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen, keterampilan dalam
berkomunikasi yang dikembangkan oleh aparat, perhatian pribadi yang diberikan
aparat saat melayani serta kemudahan dalam melakukan komunikasi maupun
hubungan.

Perhatian secara individual yang diberikan kepada pelanggan dan berusaha
untuk memahami keinginan dan kebutuhan, serta mampu menangani keluhan
pelanggan secara baik dan tepat. Tidak dapat dipungkini bahwa perhatian secara
individual yang diberikan kepada pelanggan dan berusaha untuk memahami
keinginan dan kebutuhan, serta mampu menangani keluhan pelanggan secara baik

dan tepat. Didalamnya terdapat unsurkompetensi, kesopanan, dan kredibilitas.
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5. Terwujud (tangibles).

Yaitu kenyataan yang berhubungan dengan penampilan fisik gedung,
ruang office lobby, atau front office yang representative, tersedia tempat parkir
yang layak, kebersihan, kerapihan, aman, kenyamanan di lingkungan perusahaan
dipelihara secara baik. Termasuk di dalamnya unsur acces, communication, dan
understanding the customer. Indikator penyelenggaraan pelayanan publik yang
baik dapat dilihat melalui aspek fisikdari pelayanan yang diberikan, seperti :
tersedianya gedung atau ruang pelayanan yang representative, fasilitas pelayanan
berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki
teknologi canggih, misalnya komputer, serta fasilitas kantor pelayanan yang
memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.

Setiap pegawai BLP memiliki kemampuan dalam aspek fisik dalam proses
penyediaan jasa juga tidak dapat dikesampingkan, karena turut mempengaruhi
kepuasan konsumen. Kenyataan yang behubungan dengan penampilan fisik
gedung, ruang office lobby, atau front office yang representative, tersedia tempat
parkir yang layak, kebersihan, kerapihan, aman, kenyamanan di lingkungan

kantor dipelihara secara baik.

Pengadaan merupakan fungsi yang sangat penting dalam sebuah
organisasi. Baik dilihat dari besaran porsi anggaran atau dari banyaknya kasus
pengadaan yang terjadi. Akibat dari pengadaan yang tidak diatur dengan baik,
maka bermunculan banyak kasus di bidang pengadaan. Mengetahui dan
Mengingat alokasi dana yang cukup besar untuk pengadaan
barang/jasa, maka sudah sepantasnya hasil yang didapat juga harus maksimal,

namun kenyataan di lapangan menunjukkan hasil pengadaan barang/jasa
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pemerintah Kabupaten Mamasa tidak sesuai dengan harapan, hal ini dapat dilihat
dari 1) hasil temuan BPK tahun 2004, 2008 dan 2009 atas ketidak sesuaian
pengadaan barang/jasa 2) realisasi anggaran untuk pengadaan barang/jasa yang
tidak relevan 3) hasil observasi peneliti terhadap beberapa sarana dan prasarana
umum terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Mamasa.

Selain itu, karena adanya fenomena bahwa kompetensi yang dimiliki oleh
pejabat pengadaan tidak sesuai dengan kompetensi kerja yang dipersyaratkan
dalam perpres 54. Melihat fenomena yang terjadi seperti dijelaskan diatas yang
juga merupakan kondisi real lapangan memberikan gambaran kepada kita semua
betapa rapuhnya pengadaan barang/jasa dipemerintahan kususnya barang/jasa
untuk fasilitas umum terutama sarana infrastruktur jalan dan konstruksi bangunan
yang dalam hal ini dianggarkan dana cukup besar.

Untuk itu dibutuhkan kompetensi khusus dalam hal pengadaan
barang/jasa. Pengertian kompetensi menurut SK3-PBJ (Standart Kompetensi
Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam LKPP Rl No.3 Tahun
2011 adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang ahli pengadaan barang/jasa yang
ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa pemerintah. Kompetensi
menurut Perpres 54 tahun 2010 adalah kemampuan pejabat dalam mengelola
pekerjaannya dengan berprinsipkan pada efisien; efektif; transparan, terbuka,
bersaing, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel dengan jaminan sertifikat sebagai
bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi

dibidang Pengadaan Barang/Jasa. Maksud dari pengertian di atas adalah sikap
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profesionalisme seseorang akan muncul ketika, seseorang itu berada pada
bidangnya. Kompetensi ini sangat dibutuhkan untuk menghindari ketergantungan
informasi dan data teknis dari rekanan (“imbalance information”). Pasalnya,
Penentuan kerjasama spesifikasi teknis ini merupakan salah satu titik krusial
terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan
sekaligus memberikan nilai minus akan kompetensi yang dimiliki pejabat
pengadaan barang/ jasa.

Minusnya akan kompetensi yang dimiliki pejabat pengadaan barang /jasa
pemerintah berdampak pada Harga Perhitungan sendiri (HPS) Owner Estimate
(EO) seperti apa yang disampaikan Larto Untoro, Kepala Bagian Pengadaan ULP
Komisi Pemberantasan Korupsi (PK) yang dikutip dari sebuah majalah Integrito,
Sebuah majalah intemmal terbitan KPK Vol. 14/Januari. Pasalnya, untuk
mendapatkan hasil pengadaan barang/jasa yang menguntungkan negara dengan
kualitas barang yang dapat dipertanggungjawabkan, perhitungan HPS harus
dilakukan secara relevan, dan benar sesuai dengan informasi harga pasar yang
bersaing, perhitungan pajak yang tepat dan biaya-biaya lainnya yang terkait
langsung dengan pengadaan barang.

Pentingnya kredibilitas dan independensi Pengguna Anggaran dalam
penentuan  spesifikasi teknis dan HPS/OE merupakan syarat mutlak
terselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah dan perbekalan pengadaan
yang akuntabel. Kedua aspek ini mempunyai peran strategis sebagai alat kontrol
kualitas barang serta kewajaran harga yang ditawarkan rekanan.

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Suhardi (2011:

116) dengan judul penelitian “Pentingnya keahlian pengadaan Barang/jasa UPT
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di Majene” adalah bahwa UPT di Majene kurang memenuhi syarat menjadi
anggota ULP, sehingga terpaksa diambilkan dari instansi lain, dengan resiko

pengadaan barang/jasa kurang berjalan secara optimal.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan replikasi ektended yaitu
pengembangan penelitian dengan menggunakan metode yang sama yakni metode
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, namun objek dan permasalahan
dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Orientasi dalam
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kompetensi pejabat
pengadaan di Kabupaten Mamasa dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai
pejabat pengadaan.

Kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh pejabat pengadaan yang
sudah tercantum dalam SK Bupati yang dalam pengangkatannya ditunjuk
langsung oleh Kepala daerah dengan hanya didasarkan pada kepemilikan
sertifikat pengadaan tanpa memperhatikan kualifikasi dari kompetensi pejabat itu
sendiri. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi hasil akhir pengadaan, dimana
output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, jabatan yang disandang oleh pejabat pengadaan tidak hanya
berfokus pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, melainkan pada tugas
pokok dan tanggungjawabnya sebagai pegawai negri sipil di instansi
pemerintahan yang didudukinya. Dengan kata lain, tugas pengadaan merupakan
tugas tambahan, yang tentu saja porsi tanggungjawabnya tidak bisa dioptimalkan.
Melihat pengadaan yang sumber anggarannya berasal dari APBD/APBN yang

tentu saja nilainya tidak sedikit jumlahnya, namun perlakuannya
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tidak bisa dioptimalkan, maka jelas prinsip pengadaan yang dijadikan sebagai
pedoman pengadaan telah diabaikan.

Melihat kondisi yang juga merupakan gambaran pengadaan di Kabupaten
Mamasa, maka perlu perhatian kusus terkait peningkatan kompetensi pejabat
pengadaan. Kompetensi merupakan tolak ukur terpenting yang menjadikan
pejabat bersikap professional. Untuk mengetahui kompetensi pejabat pengadaan,
peneliti mencoba untuk menggali informasi dari beberapa informan yang peneliti
tetapkan dengan kriteria informan yang telah dijelaskan dalam metode penelitian
ini. Dari informan yang sudah peneliti wawancarai, mereka menjelaskan perlunya
kompetensi sumber daya manusia sebagaimana implementasi perpres 54 tahun
2010.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Negara kita, bertambah
besar pulalah dana yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, baik
dana yang berasal dari dalam negeri, maupun luar negeri. Hal ini memerlukan
perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh dari Pengguna mengakibatkan
kerugian bagi negara. Kerugian tersebut antara lain, akan diperolehnya barang
yang keliru, kurang baik kualitasnya, kurang sesuai kuantitasnya, kurang
terpenuhi persyaratan teknis lainnya, terlambatnya pelaksanaan pengadaan serta
penyerahan barang/jasa yang diperlukan, sehingga tertundanya pemanfaatan
barang/jasa yang diperlukan, terhambatnya tingkat daya serap dana. Bahkan untuk
berbantuan luar negeri semakin besarnya beban biaya yang harus ditanggung oleh
pemerintah.

Selanjutnya pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya, apabila pihak pengguna maupun penyedia harus berpedoman pada
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filosofi pengadaan, tunduk pada etika dan norma pengadaan yang berlaku,
mengikuti prinsip-prinsip, dan metode, serta prosedur pengadaan yang baik
(sound practices). Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan
APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip-
prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi
semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik,
keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan
masyarakat. Karena pemerintah selaku pengguna barang/jasa membutuhkan
barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis
dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan
proses pengadaan yang berlaku.

Alasan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah adalah tugas
pokok keberadaan instansi pemerintah bukan untuk menghasilkan barang/jasa
yang bertujuan profit oriented, tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis,
mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang
berlaku.

Struktur anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) mempunyai komponen (1) belanja pegawai, (2) belanja barang,
(3) belanja modal, (4) pembayaran bunga cicilan, (5) subsidi, (6) belanja hibah,
(7) bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Semua jenis bclanja kecuali belanja
pegawai berkonstribusi terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Jenis belanja

modal terdiri atas belanja modal untuk (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3)
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gedung dan bangunan, (4) jalan, (5) irigasi dan jaringan, Pemeliharaan Yang
Dikapitalisasi, dan Fisik Lainnya.

Sedangkan struktur anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), belanja dikelompokkan berdasarkan kelompok belanja langsung
dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang
dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari
kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap
(pembayaran gaji dan tunjangan) atau kewajiban untuk pengeluaran belanja
lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik. Adapun belanja langsung
adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya
program atau kegiatan, yaitu berupa belanja pegawai (honorarium/upah) untuk
melaksanakan program kegiatan; belanja barang/jasa; dan belanja modal.

Untuk pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui pihak ketiga atau
swakelola. Apabila dilakukan melalui pihak ketiga metode pengadaannya dapat
dilakukan melalui pelelangan, pemilihan, pengadaan langsung, penunjukan
langsung, kontes, sayembara, atau melalui seleksi. Sedangkan pengadaan melalui
swakelola dapat dilakukan oleh instansi sediri, instansi pemerintah lainnya atau
kelompok masyarakat.

Mengapa dalam pengadaan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar
PBJ? Apakah prinsip dasar PBJ harus diikuti, bagaimana kalau tidak diikuti, apa
konsekuensi hukumnya? Prinsip artinya adalah aturan, ketentuan hukum, standar.
Dasar artinya adalah kunci, utama, pokok, vital. Dengan pengertian lain prinsip
adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual

yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip
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merupakan roh sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan
akumulasi pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek
tertentu.

Prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan/peraturan/standar yang
pokok/utama/ kunci/elementer yang harus wajib dilaksanakan dalam pengadaan.
Dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan adalah merupakan
keharusan. Sesuai dengan teori ekonomi dan pemasaran, barangfjasa harus
diproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen (pembeli). Masing-
masing pihak memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pengguna barang/pembeli
menghendaki barang/jasa berkualitas tertentu dengan harga yang semurah-
murahnya, sebaliknya penjual menginginkan keuntungan setinggi-tingginya
dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Selain itu dalam pengadaan barang/jasa
oleh instansi pemerintah, pada umumnya para pelaku pengadaan cenderung belum
merasa “memiliki” seperti dengan membelanjakan dengan uangnya sendiri.
Dalam teori agensi, pemilik sumber daya (uang) pada instansi pemerintah adalah
rakyat, sedangkan pengguna anggaran/barang adalah manajer yang seringkali
memiliki tujuan berbeda dengan pemiliknya. Tanpa prinsip para pihak cenderung
untuk memuaskan keinginannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan
kesepakatan yang harus dipenuhi bersama.

Dalam literatur lain menurut Kamus Bahasa Indonesia Prinsip adalah asas,
kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya.
Selanjutnya Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk
arah, Para Pihak bisa berpegangan pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam

menjalani pekerjaan tanpa harus kebingunan arah karena prinsip bisa memberikan
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arah dan tujuan yang jelas pada setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Seorang pemimpin atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(PA/KPA) yang baik adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang
pemimpin yang berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai
pemimpin (http://carapedia.com/pengertian_definisi_prinsip_info 2118).

Secara umum prinsip adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam
dunia ilmu pengetahuan. Dapat diartikan patokan atau landasan yang dijadikan
pegangan atau acuan untuk melakukan sesuatu. Pada umumnya dalam istilah
prinsip mengandung kebenaran yang sudah teruji dan dapat dibuktikan dalam
praktek.

Prinsip adalah sebuah pernyataan mendasar, yang pada umumnya menjadi
landasan berpikir/bertindak. Prinsip sebagai pernyataan yang mendasar bersifat:

1. Praktis, maksudnya prinsip itu selalu dapat dipakai terlepas dari waktu atau
saat diterapkan,

2. Relevan (berkaitan) dengan sebuah ketentuan yang bersifat dasar dan luas
sehingga memberikan suatu pandangan yang mencakup banyak hal,

3. Konsisten (ajeg) dalam arti bahwa dalam situasi yang serupa akan timbul hasil
serupa juga,

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa prinsip berarti dasar atau disebut
juga asas. Asas menurut terminologi bahasa adalah dasar, alas, fondasi; dan
sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau rumpun berpikir atau
berpendapat. Prinsip merupakan landasan, pilar, atau fondasi dalam
pengadaan barang/jasa. Dalam literatur lainnya ada perbedaan yang mendasar

antara asas dan norma. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan
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abstrak, ide atau konsep, dan tidak mempunyai sanksi. Sedangkan norma
adalah aturan yang konkret, penjabaran dari ide, dan mempunyai sanksi. Pada
kenyataannya, asas atau prinsip meskipun merupakan asas umum namun tidak
semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa
hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat
dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Berkenaan
dengan hal ini, SF. Marbun mengatakan bahwa norma yang berlaku dalam
kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia
seyogyanya berbuat. Karena itu pengertian norma (kaedah hukum) dalam arti
sempit mencakup asas-asas hukum dan peraturan hukum konkret, sedangkan
dalam arti luas pengertian norma ialah suatu sistem hukum yang berhubungan
satu sama lainnya.

Dengan demikian, apabila asas-asas umum pengadaan barang/jasa
pemerintah dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas atau
prinsip-prinsip PBJ merupakan norma hukum atau kaidah hukum yang apabila
dilanggar mempunyai sanksi hukum. Pengadan barang/jasa pemerintah
menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus
menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann
Barang/Jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang
diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti
norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang

baku; Adapun manfaat memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan
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barang/jasa adalah (a) mendorong praktek Pengadaan Barang Jasa yang baik,
(b) menekan kebocoran anggara (clean governance).
Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah (1)
efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersaing, (4) transparan, (5) adil tidak
diskriminatif, dan (6) akuntabel. Masing-masing prinsip ini akan dijelaskan di
bawah ini.

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang
optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana
yang direncanakan. Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu
diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di
samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang
umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya
pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya
efisien adalah:

l. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh
suatu instansi pemerintah;

2. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang
ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan

pemborosan biaya dan waktu;
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Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
dengan harga yang wajar;
Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai

value for money yang terbaik; dan

- Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-

prinsip dasar lainnya.

Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa

yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya

dalam uraian di atas dapat berupa:

I.

2.

Kualitas terbaik;
Penyerahan tepat waktu;
Kuantiutas terpenuhi;

Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan

. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan

atau program.

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai

dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui

persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi

syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan

transparan. Persaingan sechat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena
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pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan
persaingan yang sehat.
Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:

1. PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;

2. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mempu melakukan
evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta peluang untuk
memenangkan persaingan;

3. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya
persaingan sehat;

4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal
yang menghambat terjadinya persaingan yang schat;

5. Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan

6. Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia
barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan schat dan
terbuka (open and efektive competition) adalah persaingan sehat akan dapat
diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh
calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.

Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh
calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau
seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan
barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus

diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan

adalah:

1.

Semua peraturan kebijakan, aturan administrasi, prosedur dan praktek yang
dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada
seluruh calon peserta;

Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa
harus transparan;

Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan
penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan

Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan

kepada seluruh calon peserta.

Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

1.

2.

3.

4.

Pengumuman yang luas dan terbuka;
Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;

Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi

mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan,

tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya

terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas

pada umumnya.

Adil tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang

sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan

yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak
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tertentu dengan dan atau alasan apapun. Hal-hal yang harus diperhatikan supaya

pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:

1.

2.

Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan
barang/jasa;

Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah,
fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan
pengadaan yang sedang dilakukan;

Informast yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk
keperluan pribadi;

Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung
jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun

manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam

pengadaan barang dan jasa.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel

adalah:

1. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
2. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
3. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan

4. mengambil tindakan terbadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh

peserta.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

43228



BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna
mengungkapkan dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Kompetensi

Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemerintah dalam

Pelayanan Publik di Kabupaten Mamasa dengan menggunakan indicator/para

meter, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kompetensi Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah di
Kabupaten Mamasa dengan mengunakan indikator kinerja sesuai dengan
kompetensi menurut SK3-PBJ (Standart Kompetensi Kerja Khusus
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam hal kemampuan yang mencakup
pengetahuan adalah kemampuan pokja yang mencakup penguasaan terhadap
pekerjaan, keterampilan adalah  keahlian pokja dalam menyelesaikan
permasalahan dan sikap kerja yang minimal yang harus dimiliki seorang ahli
pengadaan barang/jasa untuk tetap berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak terinterpensi oleh pihak manapun pada
kategori kurang baik. disebabkan masih ada ketidak transparan hasil
pengumuman, masih adanya pelelangan ulang terhadap pekerjaan yang
dilelang disebabkan karena ketidak jelian anggota pokja dalam membuat
jadwal pelaksanaan iclang, kejelasan pokja dalam menjawab sanggahan serta

masih adanya pokja yang belum bersertifikasi pengadaan barang/jasa.
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2. Tingkat kompetensi pokja dalam pelayanan publik pemerintah daerah di
Kabupaten Mamasa dalam kesimpulan ini berdasarkan indikator pelayanan
meliputi : reliability dimaksudkan bahwa kemampuan untuk memberikan
dan melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat.
Responsivenes yang mana menunjukkan bahwa sikap aparat dalam menerima
dan menyampaikan keluhan. Assurance menunjukkan keramah-tamahan,
perhatian, dan kesopanan dalam memberikan jaminan pelayanan pengadan
barang/jasa yang terbaik. Empaty dimaksud berusaha untuk memahami
keinginan dan kebutuhan, dan tangible merujuk pada tersedia tempat parkir
yang layak, kebersihan, kerapihan, aman, kenyamanan di lingkungan kantor
dipelihara secara baik. Hal tersebut diatas menggambarkan relatif pada
kategori baik, meskipun masih ada kekurangan dan hambatan terutama
minimnya fasilitas dan kurang optimalnya SDM.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pendapat, data dan kesimpulan di atas, maka untuk
bermanfaatnya penulisan ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal
dalam rangka mengoptimalkan Kompetensi Kelompok Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa (Barjas) Pemerintah Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Mamasa
sebagai berikut:

I. Untuk meningkatkan Kompetensi Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamasa dengan mengunakan indikator
kinerja sebaiknya sesuai dengan kompetensi menurut SK3-PBJ (Standart
Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) berdasarkan

aturan Perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kompetensi pokja
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dengan pelatihan atau bimtek barjas dan diklat sertifikasi barang/jasa sebagai
salah satu persyaratan atau amanah Pepres 54 Tahun 2010 beserta dengan
perubahannya.

2. Untuk meningkatkan kompetensi pelayanan publik pemerintah daerah di
Kabupaten Mamasa sebaiknya berdasarkan pada indikator pelayanan dan
mengurangi hambatan terutama fasilitas dan menambah SDM secara kualitas
dan kuantitasnya. Menyiapkan sarana prasarana tehnologi yang dibutuhkan
oleh pegawai dalam melaksanakan tugas yang lebih transparan dan tepat

waktu sesuai dengan SOP yang diberlakukan.
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
2017

)

PANDUAN WAWANCARA
' RISET TESIS

KOMPETENSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG
DAN JASA (BARJAS) PEMERINTAH DALAM PELAYANAN
PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA

Disusun Oleh :

Yantje Randarissing
NIM : 500654923

A | Pengetahuan :

1. Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana pengetahuan pokja terhadap
pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa?

2. Apakah rekanan menerima hasil proses, dalam hal ini pelaksanaan
pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan tahapan berdasarkan
Pepres 54 Tahun 2010?

B | Keterampilan :

1. Apakah jangka waktu proses pelelangan sudah mencukupi dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku?

C | Sikap Kerja :

1. Apakah kemampuan memiliki skill/keterampilan teniang prinsip
pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dibarengi dengan sikap
kerja dalam hal ini kejujuran?

2. Apakah menurut rekanan merasa puas terhadap hasil pemgumuman
pemenang melalui tender online?
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D Keandalan (reliability)

1. Apakah Menurut Bapak/Ibu pelayanan yang diberikan pokja terhadap
penjelasan proses pengadaan barang/jasa sudah tepat?

2. Apakah Bapak/Ibu sebagai rekanan membutuhkan layanan keandalan
berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan
terpercaya dan akurat ?

E | Daya tanggap (responsivenes)

1. Menurut bapak/ibu apakah responsif pokja terhadap dokumen hasil
proses lelang sudah benar atau sesuai dengan SOP berdasarkan
tingkat kompetensi pelayanan publik?

F | Jaminan (assurance)

1. Apakah bapak/ibu memberikan jaminan atau Assurance dalam
memberikan pelayanan, ketrampilan dalam memberikan informasi ?

2. Apakah bapak/ibu memiliki kemampuan dalam memberikan
keamanan didalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan ?

G | Empati (empaty)

1. Menurut bapak/ibu, apakah empati pokja terhadap pelayanan publik
memiliki respon cepat dalam membantu rekanan terhadap informasi
yang dibutuhkan ?

H | Terwujud (tangibles)

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa setiap pegawai memiliki
kemampuan dalam aspek fisik dalam proses penyediaan jasa juga
tidak dapat dikesampingkan ?
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
2017

Qay

TRANSKRIP WAWANCARA
RISET TESIS

KOMPETENSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG
DAN JASA (BARJAS) PEMERINTAH DALAM PELAYANAN
PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA

Disusun Oleh :

Yantje Randarissing
NIM : 500654923

A | Pengetahuan :

1. Pertanyaan : Apakah saudara memiliki pengetahuan terhadap pengelolaan
dokumen pengadaan barang/jasa?

Jawab : ya.(Ags), Pokja Konstruksi

Pengelolaan dokumen dimulai tahap penetapan perencanaan umum
pengadaan yang terdiri dari penetapan rencana umum pengadaan,
penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan
barang/jasa, dimanan yang bertanggungjawab dalam hal tersebut di atas
adalah Pengguna Anggaran (PA), sedangkan tugas PPK (Pejabat
pembuat komitmen) adalah membuat dokumen rencana pelaksanaan
pengadaan barang/jasa, dokumen pelaksanaan kontrak, dokumen
pelaporan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barjas, berita acara
penyerahan, dokumen kemajuan pekerjaan. Selanjutnya tugas dari pada
BLP dalam hal ini adalah kelompok kerja (pokja) adalah mempersiapkan
dokumen pemilihan, dokumen pengadaan, dokumen penawaran,
dokumen pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dokumen
kualifikasi. dokumen administrasi. jawaban sanggahan, dokumen
pemilihan, dokumen asli, dokumen proses dan hasil pengadaan.
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Pertanyaan : apakah pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa sudah
sesuai dengan tahapan berdasarkan Pepres 54 Tahun 2010?

Jawaban :(Nin) Reknan ya

Kalau secara proses pelaksanana atau tahapan-tahapan yang dilakukan
oleh pokja memang sudah sesuai, tapi siapa yang bisa menjamin apakah
pelaksanaannya itu dilakukan secara adil ? dimana hasil proses tersebut
tidak diperlihatkan secara transparansi bahwa kekalahan suatu kompetisi
pengadaan barang/jasa dimana ? tidak dijelaskan bahwa kekalahannya
berada pada RAB atu tehnis dan biaya dan satu hal juga yang paling
mendasar bahwa masih ada sebahagian pokja yang belum bersetifikasi
pengadaan barang/jasa.

(Rud)..Rekanan

Kemampuan kompetensi kelompok kerja pengadaan barang dan jasa
pemerintah sebagian tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya
sehingga dalam proses pengadaan barang/jasa terkadang dokumen
pelelangan dicopy paste dari tahun-tahun sebelunya sehingga hasil print
out dokumen proses yang dilaksanakan terkadang berbeda dengan data
paket yang dilelangkan

(Her) Kabag BLP

hal yang pokok yang harus dimiliki oleh panitia atau kelompok kerja
pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah memiliki pengetahuan
dasar dan lanjutan tentang pengadaan barang dan jasa.

Keterampilan :

1. Pertanyaan : Apakah jangka waktu proses pelelangan sudah mencukupi
dan sesuai  peraturan yang berlaku berdasarkan standar
operasional prosedur ?

Jawab : (Agus) Pokja Konstruksi

ya.. Dalam proses pelaksanan pelelangan sudah mempunyai standar
nasional proses pengadaan mulai dari tahapan pembuatan jadwal skedul
pelaksanaan sampai kepada jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya sadar bahwa sebagai
Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Layanan Pengadaan (BLP) maka
kemampuan memiliki skill/keterampilan tentang prinsip dasar pengadaan
barang dan jasa pemerintah menjadi sesuatu yang mutlak diketahui oleh
semua orang yang bekerja sebagai kelompok kerja pengadaan.
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(Tong) Pokja Konsultansi ya seyogyanya atau idealnya seorang tim
pengadaan ataupun yang tergabung dalam kelompok kerja pengadaan
barang dan jasa pemerintah mengerti dan mengetahui tentang prinsip dan
etika pengadaan termasuk kemampuan memiliki keterampilan tentang
pengadaan walapun tidak dapat dipungkiri sebagai manusia biasa pasti
ada kelalaian atau kesalahan dalam mengaploadtan persyaratan dokumen
yang akan dilelang.

(Nin) Rekanan,

“...itu prinsip seseorang yang bekerja dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah harus dan wajib memiliki kemampuan dalam hal skill atau
keterampilan melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah
ditandai dengan bukti sertifikasi keahlian Pengadaan barang/jasa.

C | Sikap Kerja :

1. Pertanyaan : Apakah keujuran dan kemampuan memiliki skill/keterampilan
tentang prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah harus
dibarengi dengan sikap kerja ?

Jawaban : (Agus) Pokja Konstruksi

Ya. harus jujur bahwa sebagai Pokja Bagian Layanan Pengadaan (BLP)
maka kemampuan memiliki pengalaman kerja atau tentang sikap kerja
tentang prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi
sesuatu yang mutlak dimiliki dan dijalani minimal 1 (satu) tahun bekerja
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan konsisten dengan
kejujuran tidak ada interpensi dari siapapun.

(Her) Kabag BLP, itu wajib hukumnya bagi seseorang yang bekerja di
bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki sikap kerja
atau pengalaman kerja dalam bidang pengadaan barang dan jasa
pemerintah.

2. Pertanyaan : Apakah menurut rekanan merasa puas terhadap hasil
pemgumuman pemenang melalui tender online?

Jawaban :(Nin) Rekanan

hampir semua puas bagi rekanan yang menang, tapi bagi rekanan yang
kalah tidak puas dengan informasi pengumuman yang dikeluarkan oleh
pokja disebabkan tidak jelas atau tidak termuat kekalahan kami dimana,
setidaknya sanggahan yang kami buat, seharusnya dijawab dengan jelas
dan tepat sasaran pada bagian yang menjadi kekurangan dalam dokumen
apload rekanan.
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D} Keandalan (reliability)

1. Apakah Menurut saudara pelayanan yang diberikan pokja terhadap
penjelasan proses pengadaan barang/jasa sudah tepat?

Jawaban : (Sri) Staf Pelelangan dan Pengaduan BLP

“ya...dalam melaksanakan jasa yang dijanjikan harus dengan terpercaya
dan akurat dengan demikian setiap pengguna mengharapkan pelayanan
secara memuaskan terutama dalam kompetensi pokja dalam pelayanan
proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

2. Apakah Bapak/lbu sebagai rekanan membutuhkan layanan keandalan
berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan
terpercaya dan akurat ?

Jawaban : (Nin) Rekanan

ya...Keandalan pemberi jasa menjadi salah satu faktor penentu kepuasan
penerima jasa. Dalam pengambilan dokumen proses pengadaan semua
sudah sesuai dengan jadwal yang ditentuka oleh pokja sehingga rekanan
tidak lagi bolak-balik.

E | Daya tanggap (responsivenes)

1. Menurut bapak/ibu apakah responsif pokja terhadap dokumen hasil
proses lelang sudah benar atau sesuai dengan SOP berdasarkan tingkat
kompetensi pelayanan publik?

Jawaban : (Nin) Rekanan

ya...Responsif yang baik diberikan oleh pokja mana kala kami
mendapatkan kesulitan pengaploadian dokumen penawaran, pokja
memberikan petunjuk tata cara pengaplodtan sesuai standard
operasional prosedur (SOP) tingkat pelayanan publik.

(Ram) Kasubag Pembinaan dan Kompetensi ya...Dimensi ini

menekankan pada sikap dari kompetensi pokja yang penuh perhatian,

cepat, dan tepat dalam menghadapi pertanyaan, permintaan, keluhan,

dan masalah dari rekanan

F | Jaminan (assurance)

1. Pertanyaan : Apakah bapak/ibu memberikan jaminan atau Assurance
dalam memberikan pelayanan, ketrampilan dalam
memberikan informasi ?

Jawaban : (Sri) Staf Pelelangan dan Pengaduan BLP

ya...itu jelas bahwa jaminan atau Assurance meliputi kemampuan
pokja atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramah
tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan,
keterampilan dalam memberikan informasi
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G | Empati (empaty)

I. Pertanyaan :Menurut bapak/ibu, apakah empati pokja terhadap
pelayanan publik memiliki respon cepat dalam membantu
rekanan terhadap informasi yang dibutuhkan ?

Jawaban : (Sri) Staf Pelelangan dan Pengaduan BLP

ya..menurut saya bahwa indikator empati pokja dalam pelayanan dapat
dilihat melalui : sikap kontak personal untuk memahami kebutuhan
maupun kesulitan rekanan, keterampilan dalam berkomunikasi yang
dikembangkan oleh pokja terhadap rekanan, perhatian pribadi yang
diberikan pokja saat melayani rekanan dan dalam melakukan komunikasi
maupun hubungan.

Jawaban : (Her) Kabag BLP

ya...tidak dapat dipungkiri bahwa perhatian secara individual yang
diberikan kepada pelanggan dan berusaha untuk memahami keinginan
dan kebutuhan, serta mampu menangani keluhan pelanggan secara baik

dan tepat. Didalamnya terdapat unsur kompetensi, kesopanan, dan
kredibilitas.

H | Terwujud (tangibles)

1. Pertanyaan : Apakah saudara mengetahui bahwa setiap pegawai
memiliki kemampuan dalam aspek fisik dalam proses
penyediaan jasa juga tidak dapat dikesampingkan ?

Jawaban : (Sri) Staf Pelelangan dan PPengaduan BLP

ya...menurut saya bahwa indikator penyelenggaraan pelayanan publik
dalam pengadaan barang/jasa yang baik dapat dilihat melalui aspek
fisik dari pelayanan yang diberikan, seperti : tersedianya pasilitas atau
ruang pelayanan yang representative, fasilitas pelayanan berupa
televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang
memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, serta fasilitas kantor
pelayanan yang memudahkan akses pelayanan pengadaan barang/jasa
walaupun sebagiana itu belum dimiliki oleh Bagian Layanan
Pengadaan Kabupaten Mamasa.

Jawaban : (Ram) Kasubag Pembinaan dan Kompetensi BLP

ya..saya kira setiap pokja BLP memiliki kemampuan dalam aspek
fisik daiam proses pengadaan barang/jasa jasa juga tidak dapat
dikesampingkan, karena turut mempengaruhi kepuasan konsumen
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WAWANCARA DENGAN POKJA KONSULTAN ( Tonglo )

WAWANCARA DENGAN POKJA KONSTRUKSI ( Agus Tumanan )

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43228

BBV, aas

¥
3
-2
2
Z
£

WAWANCARA DENGAN STAF BLP ( SRIHIDAYATTI )

WAWANCARA REKANAN ( NINNI)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43228

WAWANCARA DENGAN KABAG. BLP ( HERIKURNIAWAN )

WAWANCARA DENGAN STAF BLP (RAMLI )
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WAWANCARA DENGAN REKANAN (RUDY)
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NO NAMA JABATAN KET
| HERIKURNIAWAN (HER) Kepala BLP
5 AGUS TUMANAN (AGS) Pokja Konstruksi
3 TONGLO (TONG) Pokja Konsultan
4 NINNI (NIN) Rekanan
5 RUDY (RUD) Rekanan
6 SRIHIDAYATI (SRI) Staf BLP
RAMLI (RAM) Staf BLP
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